BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN : 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGANAN STANTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 37 Tahun 2018 telah diatur
penanganan stanting di Kabupaten Kulon Progo;

b. bahwa kejadian stanting disebabkan oleh
faktor yang Dbersifat multi dimensi dan
intervensi paling penting pada 1.000 hari
pertama kehidupan;

c. bahwa Pemerintah telah menetapkan
pengaturan penanganan  stanting, maka
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun
2018 tentang Penanganan Stanting perlu
disesuaikan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan
Stanting;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di
Djawa  Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013
tentang Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi;



Menetapkan :

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017
tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:
2269 /Menkes/Per/X1/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Kalurahan;

13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2017
tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019
tentang  Daftar Kewenangan  Kalurahan
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 37
TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN STANTING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan
Stanting (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Stanting adalah kondisi gagal tumbuh pada
anak anak akibat dari kekurangan gizi
kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk
usianya.



Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi
yang ditujukan kepada anak dalam 1.000
Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya
dilakukan oleh sektor kesehatan dan
bersifat jangka pendek.

Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi
yang ditujukan melalui berbagai kegiatan
pembangunan di luar sektor kesehatan
dengan sasaran masyarakat umum.

Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan status gizi masyarakat
dalam bentuk upaya promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan  oleh  Pemerintah = Daerah
dan/atau masyarakat.

Surveilans gizi adalah pengamatan secara
teratur dan terus menerus yang dilakukan
oleh tenaga gizi terhadap semua aspek
penyakit gizi, baik keadaan maupun
penyebarannya dalam suatu masyarakat
tertentu untuk kepentingan pencegahan
dan penanggulangan.

Penyakit degeneratif adalah penyakit yang
muncul akibat proses kemunduran fungsi
sel tubuh yaitu dari keadaan normal
menjadi lebih buruk, antara lain diabetes
mellitus, stroke, jantung koroner,
kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal,
dan sebagainya.

Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi
lulusan pendidikan formal gizi, minimal
lulusan Diploma III Gizi yang memiliki
sertifikat pelatihan gizi tertentu.



10.

11.

12.

13.

Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang
yang peduli gizi yang bekerja di sarana
pelayanan kesehatan.

Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan
dari, oleh dan untuk masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
guna memberdayakan masyarakat dan
memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kesehatan dasar untuk mempercepat
penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI
adalah cairan hidup yang mengandung sel-
sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan
hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat
gizi lainnya yang diperlukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kader Pembangunan Manusia adalah
warga masyarakat kalurahan yang dipilih
melalui musyawarah kalurahan untuk
bekerja membantu pemerintah kalurahan
dalam memfasilitasi masyarakat kalurahan
dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengawasi pembangunan sumberdaya
manusia di Kalurahan.

Kader Kesehatan adalah warga masyarakat
setempat yang dipilih dan ditinjau oleh
masyarakat dan dapat bekerja secara
sukarela mengelola posyandu.

Kader Penanggulangan Kemiskinan
Kalurahan adalah Kader yang bertugas di
kalurahan untuk melakukan pendampingan
terhadap penduduk dan keluarga dengan
kategori kemiskinan.



14. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Kulon Progo.

15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu)
bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB IIA
PELAKSANAAN

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Pelaksanaan upaya penanganan stanting
dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan aksi
konvergensi percepatan penanganan
stanting dan Strategi Komunikasi
Perubahan Perilaku.

(2) Delapan tahapan aksi konvergensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a melakukan identifikasi sebaran
stanting, ketersediaan program, dan
kendala dalam pelaksanaan integrasi
intervensi gizi;



b. menyusun rencana Kkegiatan untuk
meningkatkan pelaksanaan integrasi
intervensi gizi;

¢ menyelenggarakan rembuk stanting
tingkat kabupaten;

d memberikan kepastian hukum bagi
kalurahan untuk menjalankan peran
dan kewenangan kalurahan dalam
intervensi gizi terintegrasi;

€ memastikan tersedianya dan berfungsinya
kader yang membantu pemerintah

kalurahan dalam pelaksanaan
intervensi gizi terintegrasi di tingkat
kalurahan;

f meningkatkan sistem pengelolaan data
stanting dan cakupan intervensi di
tingkat kabupaten;

g melakukan pengukuran pertumbuhan
dan perkembangan anak balita dan
publikasi angka stanting kabupaten;
dan

h. melakukan revieu kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan terkait
penurunan stanting selama satu tahun
terakhir.

(3) Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam pedoman strategi komunikasi
perubahan perilaku.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Aksi  bersama dan = terobosan = untuk
penanganan stanting dilakukan  melalui
beberapa pilar yang meliputi:



€.

komitmen dan visi kepemimpinan;
kampanye dan komunikasi perubahan
perilaku;

konvergensi, koordinasi dan konsolidasi
program pusat, daerah dan kalurahan;
ketahanan pangan dan gizi; dan
pemantauan dan evaluasi.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab terhadap
penanganan stanting di Daerah secara
teknis dilimpahkan kepada Tim
Penanganan Stanting Kabupaten Kulon
Progo.

Tim Penanganan Stanting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan
Keputusan Bupati.

Tim Penanganan Stanting sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didukung dari
beberapa unsur:

a. pemerintah;

b. masyarakat;

c. akademisi;

d. praktisi;

e. lembaga swadaya masyarakat;
dan/atau

f. pelaku usaha.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim
Penanganan Stanting sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk
Sekretariat yang berkedudukan di Dinas
Kesehatan.



(5)

(6)

(7)

(8)

Tugas Tim Penanganan Stanting
Kabupaten Kulon Progo sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu:

a. melakukan koordinasi dan komunikasi
efektif lintas program dan lintas sektor
dalam upaya penanganan stanting;

b. mengkaji dan menganalisa
permasalahan stanting di Daerah;

c. merencanakan tujuan, sasaran,
prioritas, strategi dan program
penanganan stanting di Daerah yang
berkelanjutan;

d. memberikan sosialisasi program
penanganan stanting;

e. pemantauan dan mengevaluasi
program penanganan stanting di
Daerah;

f. memberikan rekomendasi kepada
Bupati tentang perencanaan dan
pelaksanaan upaya penanganan
stanting di Daerah; dan

g. menyampaikan laporan kepada Bupati
setiap 6 (enam) bulan.

Untuk membantu tugas Tim Penanganan
Stanting Kabupaten Kulon Progo, dibentuk
Kelompok Kerja Penanganan Stanting
Tingkat Kapanewon dan Tingkat
Kalurahan.

Kelompok Kerja Penanganan Stanting
Tingkat Kapanewon terdiri dari unsur
terkait di tingkat kapanewon dibentuk
dengan Keputusan Panewu.

Kelompok Kerja Penanganan Stanting

Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) memiliki tugas:

a. melakukan koordinasi dan komunikasi
efektif dalam upaya penanganan
stanting di wilayahnya,;



10

memberikan sosialisasi program
penanganan stanting; dan
melakukan advokasi penyusunan APB

Kalurahan dalam upaya penanganan
stanting.

(9) Kelompok Kerja Penanganan Stanting
Tingkat Kalurahan terdiri dari unsur terkait

di

tingkat kalurahan, dibentuk dengan

Keputusan Lurah.

(10)Kelompok Kerja Penanganan Stanting
Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) memiliki tugas:

a.

melakukan koordinasi dan komunikasi
efektif dalam upaya penanganan
stanting di wilayahnya;

memberikan sosialisasi program
penanganan stanting; dan

melakukan advokasi penyusunan APB
Kalurahan dan melaksanakan
program/kegiatan dalam upaya
penanganan stanting.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal
10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik
meliputi:
a. ibu hamil;
b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6

(enam) bulan; dan

ibu menyusui dan anak wusia 7-23
(tujuh sampai dengan dua puluh tiga)
bulan.



(2)

(3)

Sasaran untuk intervensi gizi sensitif

meliputi:

a. anak usia 24-59 (dua puluh empat
sampai dengan lima puluh sembilan)

bulan.
b. anak sekolah;
c. remaja;
d. calon pengantin; dan

e. masyarakat.

Penetapan sasaran intervensi dilakukan

dengan melakukan identifikasi:

a. identifikasi sebaran prevalensi stanting;
dan

b. identifikasi program penanganan
stanting.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12

Masyarakat memiliki kesempatan untuk
berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan
peningkatan status gizi individu, keluarga
dan masyarakat.

Dalam rangka penanganan stanting dan
intervensinya, masyarakat dapat
menyampaikan permasalahan, masukan
dan/atau cara pemecahan masalah.

Pemerintah Daerah membina, mendorong
dan menggerakkan swadaya masyarakat
dalam penanganan stanting agar dapat
lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Gerakan swadaya masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) antara lain Kader
Kesehatan, Guru Pendidikan Anak Usia
Dini, Kader Pembangunan Manusia (KPM),
Kader Penanggulangan Kemiskinan
Kalurahan (KPKD), dan gerakan swadaya
masyarakat lainnya.
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8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Laporan pelaksanaan RAD Penanganan
Stanting dari masing-masing
Instansi/Perangkat Daerah sebagai
penanggung jawab kegiatan disampaikan
kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh
dari  pelaksanaan RAD  Penanganan
Stanting, dan untuk mempersiapkan
keberlanjutan RAD Penanganan Stanting.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
Huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pengukuran angka prevalensi stanting di
setiap kalurahan dilakukan rekapitulasi
setiap tahun dan dipublikasikan di tempat
umum.

9. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi
berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 6
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C. Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Stanting

Perangkat Daerah/Instansi ..................... Tahun ......
PENANGGUNG Definisi
NO JAWAB K'E%I\AMTQN H\%gA Operasional SATUAN *) TARGET **) REALISASI **+*) KETERANGAN ***¥)
KEGIATAN Indikator
CATATAN :
*) diisi sesuai karakter indikatornya (kumulatif/non kumulatif dari

data base sebelumnya)
**)  diisi sesuai target pada tahun yang bersangkutan
***)  diisi capaian yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan
*#**%)  diisi penjelasan tentang :

— permasalahan/hambatan apabila target tidak tercapai

— factor pendorong yangmendukung dalam pencapaian target

Wates, 27 Januari 2020
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO
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